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Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-
kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif dikegiatan politik,
dalam penelitian ini penulis mengambil judul rekrutmen politik Partai Golkar dalam
penetapan calon bupati gowa periode 2015-2020, diantaranya fungsi rekrutmen
politik. Fungsi yang sangat penting dalam sebuah partai politik karena dari proses
rekrutmen ini akan tercipta regenerasi kepemimpinan pada partai politik.
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini karena rekrutmen politik yang dilakukan
Partai Golkar Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan, ditengah
perpencahan dualisme pengurusan DPP, dan AD/ART Partai Golkar yang membahas
mengenai penetapan bakal calon kepala daerah yang tidak objektif. Partai Golkar
dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015, menempatkan pada posisi sesuai
peraturan yang berlaku, meningkat daripada pemilihan kepala daerah tahun 2010 dan
berhasil menempatkan bakal calon kepala daerah kabupaten gowa. Tentunya Partai
Golkar Kabupaten Gowa, sudah seharusnya menjalankan proses rekrutmen dengan
baik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana proses
pengambilan keputusan penetapan calon bupati Partai Golkar di Kabupaten Gowa.
Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis dengan dasar
penelitian studi kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari hasil pengumpulan data
primer dan sekunder dengan wawancara mendalam, dan wawancara terstruktur. Data
dari hasil wawancara dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data
dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat
terungkap.
Kesimpulan penelititan ini adalah penetapan ternyata memang ada persaingan
kepentingan antara orang-orang yang berada di balik dua kubu tersebut. Dimana
Partai Golkar Kabupaten Gowa hanya memikirkan kemenangan sebagai indikator
utama dan rekrutmen untuk menjadikan kader itu nomor 2 (dua), kandidat yang
dinominasikan hanya berdasarkan kedekatan emosional (subjektif). Partai Golkar
yang memiliki fungsi rekrutmen politik, haruslah dapat menerap skan dengan baik
fungsinya yang berarti bahwa rekrutmen harus dapat menemukan orang-orang terbaik
untuk dicalonkan menjadi Kepala Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Petunjuk
Pelaksanaan dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ada
pada Partai Golkar.





Indonesia adalah salah satu Negara yang menjalankan sistem demokrasi,
akan tetapi pembangunan demokrasi di Indonesia seperti banyak mengalami
rintangan dan halangan. Setelah mengalami suatu fase perubahan kehidupan
politik yang sering kita kenal dengan reformasi, bangsa Indonesia saat ini merasa
sedang menikmati demokrasi yang ditunjukkan dengan terbukanya kebebasan,
ruang aspirasi publik yang luas, serta sistem multipartai yang membuat partai
menjadi ramai dan kompetitif. Akan tetapi semua itu hanyalah topeng demokrasi
belaka, di belakang itu ada banyak permasalahan yang menghambat demokrasi di
Indonesia sebut saja permasalahan birokrasi, perselingkuhan elit politik dengan
para pengusaha, korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan partai politik saat ini juga
merupakan penghambat bagi demokrasi di Indonesia.1
Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah
organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa
sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu,
pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-
cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik
1Niko Efriza, Dkk, The Political Recruitment Of Golkar Party (Study Qualitative in the
branch board of GOLKAR Party Bogor). Jurnal PPKN UNJ Online Volume 1, Nomor 2,
Http://Skripsippknunj.Org. Issn: 2337-5205, di akses 12 Maret 2014.
2dan merebut kedudukan politik, yang biasanya dengan cara konstitusional, untuk
melaksanakan programnya.2
Ada beberapa fungsi partai politik, salah satu diantaranya adalah sebagai
sarana rekrutmen politik. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 2
tahun 2008, partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses
pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Fungsi ini berkaitan erat
dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai
maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya,
setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang
demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk
mengembangkan diri. Dengan memiliki kader-kader yang baik, partai tidak akan
sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk
mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk
tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan untuk memperbanyak
anggotanya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk
menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian
partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-
calon pemimpin.3
Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi
kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka
sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi
2Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, h. 397
3 Akbar Tandjung. The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik
Era Transisi, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 299
3yang sehat dan efektif. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan
demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya
sebagai agen di dalam rekrutmen politik.
Pemimpin tersebut ditetapkan melalui proses rekrutmen. Rekrutmen
merupakan sarana dari partai politik untuk mendapatkan kader yang berpotensi
untuk ditempatkan dalam jabatan publik. Fungsi rekrutmen menjadi sangat
penting didalam partai politik. Sebagaimana rekrutmen politik menjadi penentu
wajah partai diruang publik. Dengan perkembangan: Siapa mereka, darimana
asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana
kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang
publik. Wajah partai diruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen
politik dilakukan oleh partai politik.Sebagaimana Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik menyebutkan.4
Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia
untuk menjadi :
a. Anggota partai politik.
b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
4Akbar Tandjung. The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik
Era Transisi, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 386
4Penentuan bakal calon pemimpin dalam berbagai lini kepemimpinan
khususnya dalam penetapan calon bupati pada umumnya ditetapkan melalui
beberapa tahapan rekrutmen.
Secara  penetapan bakal calon pemimpin dilaksanakan secara musyawarah
untuk memperkuat dengan mengindahkan tatakrama bermusyawarah seperti
lemah lembut, serta berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat.
Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya: Q.S Al-Imran
(3) : 159 yang berbunyi:
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya.(QS : Al-Imran, 3 : 159)5
5Tulus Budi Wiranto, Makalahtentang Qur’an Al-Imran. Terj.Al-Misbah(QS : Al-Imran,
3 : 159), (Islam dalam peradaban.(Surabaya: Rohmat Taufiq. 2008),h. 87
5a. Surah Al-Imran Ayat 159 menafsirkan tiga hal secara berurutan untuk
dilakukan sebelu brmusyawarah sebagai berikut:
1) Bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus
menghindari tutur kata yang kasar setiap sikap keras kepala. Jika tidak, maka
mitra musyawarah akan pergi menghindar.
2) Memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat
hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam.
3) Memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian
bertawakan kepada-Nya atas keputusan yang dicapai.
b. Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran karena
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Umatku tidak akan sepakat dalam
kesesatan”. Dengan demikian, bila dalam satu musyawarah terjadi mufakat,
maka hal itu merupakan tanda-tanda kebenaran dalam mencari jalan keluar.
c. Di dalam bermusyawarah, kadang terjadi perselisihan pendapat atau
perbedaan. Berbeda pendapat merupakan sunatullah dan rahmat serta diridhai
Allah SWT. Beda pendapat terjadi akibat perbedaan sudut pandang, tetapi
hendaknya masing-masing pihak tidak menyalahkan dan mencari-cari kesalahan
pihak lain. Semua orang harus mempunyai niat yang sama untuk memperoleh
nilai tambah dari kedua sudut pandang yan berbeda tersebut, sedangkan
berselisih pendapat biasanya hanya diakhiri dengan pertikaian atau permusuhan
karena salah satu pihak menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya.
6Hal itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai musyawarah yang berupaya
mencari kedamaian dan hidup selamat sejahtera baik dunia maupun akhirat.6
Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)
dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan mempertimbangkan paling sedikit
30% keterwakilan perempuan.
Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan perundang-undangan.
Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ayat (1) huruf c dan d dilakukan dengan pengurus partai politik sesuai dengan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
Undang-undang partai politik di atas menyebutkan bahwa rekrutmen bakal
calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah dilakukan melalui seleksi kaderisasi.
Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa. Sistem kaderisasi akan
berjalan baik jika semua pihak terkait saling bekerja sama dalam membentuk pola
pengkaderan. Kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena
sesungguhnya di dalam partai politik perlu mengkaji lagi soal calon pemimpin
yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur.7
6Muhammad Nur Taufiq, Sebab turunnya Ayat ke 159 Surah Al-Imran, Jild II, Tafsir
Jalalain Asyuti (QS : Al-Imran, 3 : 159), (KPG Kepustakaan Populer Gramedia: (Jakarta,2009), h.
105
7Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), h. 12
7Adapaun disebutkan dalam ayat QS: Al-Baqarah (2) : 124 Tentang
Kepemimpinan, berbunyi sebagai berikut:
124. dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji [87] Tuhannya dengan beberapa
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:
"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim
berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"[88]. Allah berfirman:
"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".8
Ibrahim a.s telah memenuhi segala ujian dengan selamat; baru diangkat
menjadi Imam. Bagaimana anak cucunya akan langsung saja menjadi Imam,
kalau mereka tidak lulus dalam ujian atau zalim di dalam hidup. Imam yang
dimaksud disini adalah Imamat Agama, bukan kerajaan clan bukan dinasti yang
dapat diturunkan kepada anak.Sebab itu keturunan Ibrahim a.s tidaklah boleh
membanggakan diri karena mereka keturunan Imam Besar. Malahan kalau
mereka zalim, bukanlah kemuliaan yang akan didapat lantaran mereka keturunan
Ibrahim a.s, melainkan berlipat gandalah dosa yang akan merea pikul, kalau
mereka yang terlebih dahulu melanggar apa yang dianjurkan oleh amanat nenek
moyangnya. Oleh sebab itu maka jabatan Imam yang diberikan Allah kepadanya,
adalah hak yang wajar. Imamat yang sejati tidaklah mudah didapat oleh
8Al-Muyassar, Kajian Kitab, Terj. Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc. (QS : Al-Baqarah,
2 : 124), (Tuntunan Islam. Bandung: Rahman Qhalik 2007), h. 27
8sembarang orang.Kekayaan harta bisa diwariskan kepada anak.Pangkat jabatan
jadi raja boleh diturunkan; tetapi Imamat yang sejati haruslah melalui ujian.9
Untuk itu sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para
ketua umumnya untuk segera memikirkan langkah-langkah strategi yang bisa
mengubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar
terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin
sehingga mendukung proses kaderisasi.
Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola
perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.10
Partai Golkar dalam merekrut seorang bakal calon kepala daerah menetapkan
beberapa kriteria yaitu bakal calon kepala daerah adalah seseorang yang
mempunyai prestasi yang baik selama menjadi kader, memiliki kredibilitas dan
loyalitas yang tinggi terhadap partai, disukai oleh masyarakat, mempunyai dana
yang cukup yang nantinya akan digunakan untuk kampanye.11
Proses rekrutmen partai politik bakal calon kepala daerah dilakukan





9Abu Ishaq Al Huwaini Al Atsari, Keajaiban dan Keistimewaan Al Qur’an. Tafsir Ibnu
Katsir (QS : Al-Baqarah, 2 : 124), (Sinar Harapan: Gontor, 2006), h. 49
10Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), h. 13
11Idrus Alwi, Rekrutmen Politik (Surabaya: DPD Partai GOLKAR Jawa Timur: Kencana
Pustaka, 6 Mei 2013), h. 39
95. Tahap seleksi khusus
6. Tahap penugasan
7. Tahap monitoring dan evaluasi
8. Tahap Penetapan
Politik Islam juga mengenal istilah Ahl al-Hall wa al-‘Aqd yang berarti
orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli Fiqh Siyasah merumuskan
pengertian Ahl al-Hall wa al-‘Aqd sebagai seorang yang memiliki kewenangan
untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).
Dengan kata lain Ahl al-Hall wa al-‘Aqd adalah lembaga perwakilan yang
menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Mereka juga
bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin
pemerintahan.12
Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah Ahl al-Hall wa al-
‘Aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang
dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu
Muhajirin dan Anshar. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai Ahl al-Hall wa
al-‘Aqd yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan
itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar
tanggungjawab umum terhadap kelangsungan keutamaan umat dan agama.
Namun kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat.13
12Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Gaya MediaPratama, 2001), h. 137-138
13J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siya>sah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 1997), h. 67
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Orang-orang yang memilih khalifah ini (Ahl al-Hall wa al-‘Aqd) harus
memenuhi tiga syarat yaitu:
1. Adil dengan segala syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi
imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa
yang paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.14
Adapun disebutkan dalam Ayat QS : Al-Baqarah (2) : 30 Tentang
Khalifah, berbunyi sebagai berikut:
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."15
14Imam Mawardi, (Terj.) Fadli Bahri, al-Ahka>m as-Sulta>niyyah: Hukum-Hukum
PenyelenggaraNegara dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 3
15Mukhtashar, Jalan Terang Manusia. Terj. Jalalain Asyuti (QS : Al-Baqarah, 2 : 30 ),
(Perpustakaan Kedai Buku.Surabaya: Rohmat Taufiq, 2008), h. 66
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Surah Al-Imran Ayat 30 menafsirkan: Manusia diciptakan oleh Allah
SWT. Pada dasarnya memiliki dua peran atau fungsi, yaitu sebagai hamba Allah
serta Khalifah di muka bumi.
a. Adanya dialog antara Allah dan para Malaikat perihal pencitaan manusia di
bumi karena adanya perbedaan pandangan, serta Malaikat telah mengetahui
keberadaan manusia di bumi dan semuanya di bantah oleh Allah dengan
perkataan “Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
b. Kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai Khalifah Allah atau
pengganti Allah, yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam,
mengambil manfaat, serta mengelola kekayaan alamnya sehingga terwujud
kedamaian dan kesejahteraan segenap manusia.
c. Malaikat menyaksikan bahwa tugas kekhalifahan tersebut dilaksakan oleh
manusia, karena menurut malaikat dirinyalah yang lebih baik berhak memikul
tugas tersebut dengan bukti bahwa mereka tidak mempunyai nafsu, selalu
bertasbih dan memuja Allah.
d. Kesangsian Malaikat akan diciptakannya manusia, memilki alas an yang jelas,
karena malaikat khawatir jika nantinya manusia tidak menaati Allah, tidak
pandai bertasbih, justru akan menimbulkan kerusakan di muka bumi.
Contoh perilaku yang menggambarkan QS. Al-Baqarah Ayat 30.
1). Senantiasa berbakti kepada Allah SWT, dengan menaati perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya.
2). Selalu menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan.
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3). Selalu menjaga dan melestarikan bumi dari kehidupan yang dapat merusak
penghuninya.
4). Selalu berkeinginan untuk meraih kehidupan yang lebih maju dengan cara
yang baik dan benar.16
Ahl al-Hall wa al-‘Aqd yang terdiri dari orang-orang mukmin, apabila
mereka sepakat atas satu perkara dari perkara-perkara yang mengandung
kemaslahatan umum, yang tidak ada nashnya dari Allah atau rasul dan
kesepakatan itu atas kehendak mereka sendiri tanpa ada sedikitpun paksaan dari
orang lain maka taat kepada mereka adalah wajib, sebab mereka adalah orang-
orang yang dipercayai dan diikuti oleh masyarakat. Mereka juga wajib
bermusyawarah dalam menetapkan apa yang harus dilakukan.17
Sekian banyak partai yang ada di Indonesia, baik partai yang berdiri sejak
orde lama, orde baru, maupun yang berdiri pada masa reformasi, golkar adalah
salah satu partai besar di Indonesia yang telah berdiri cukup lama. Juga telah
mengalami banyak hal dalam menghadapi dinamika perpolitikan di Indonesia.
Golkar, yang sekarang menjadi partai golkar, memiliki akar sejarah panjang
dalam kehidupan politik dan kepartaian di Indonesia. 18
Golongan Karya yang semula berdiri dengan nama Sekretariat Bersama
Golongan Karya (Sekber Golkar), pada 19 Oktober 1964 sebagai kelompok
16Fitrah Firdaus Aden, Serahkan Semua Urusanmu Kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir (QS
: Al-Baqarah, 2 : 30), (pergulatan Intelektual Muda, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), h.
49
17Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 43
18 Anthonius Sitepu. 2012. Teori-teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 46
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federatif yang didukung oleh organisasi-organisasi fungsional. Namun sebelum
pemilihan umum 1971 dilaksanakan, Presiden Soeharto telah mengumumkan agar
dilakukan penggabungan partai-partai politik yang ada, yang kemudian dibagi
menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok nasionalis, kelompok spiritual, dan
Golongan Karya. Selanjutnya pada 14 Maret 1970, ada sembilan partai politik
yang menggabungkan diri ke dalam dua golongan, yaitu golongan spiritual dan
golongan nasionalis. Golongan Karya tergabung dalam golongan nasionalis.19
Golongan Karya mengalami masa-masa kejayaan di zaman Orde Baru.
Kekuatan Golongan Karya pada masa Orde Baru yaitu 3 Jalur: A (ABRI), B
(Birokrasi), G (Golongan Karya). Pada tahun 1998 terjadi Reformasi, sehingga
menuntut Orsospol Golongan Karya melakukan perubahan menjadi Partai Golkar
melalui Forum Munaslub yang merupakan pengambil keputusan tertinggi pada
tahun 1998.
Setelah masa orde baru berakhir, reformasi melahirkan banyak hal baru,
diantaranya Undang-undang No.32 Tahun 2004. Di dalamnya dijelaskan tentang
otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah
otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
19Akbar Tandjung. The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik
Era Transisi, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 121
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masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.20
Dibanding pemilu legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah
sebenarnya jauh lebih penting bagi masyarakat lokal. Sebab melalui proses
pemilihan daerah ini, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri
berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah. Oleh karena itu, proses
pemilihan kepala daerah ini selalu dipahami dalam konteks otonomi daerah,
sebagai upaya masyarakat lokal untuk memperjuangkan aspirasi dan
kepentingannya melalui partisipasi dalam menentukan pemimpin.21
Apabila ditempatkan di dalam konteks demokrasi secara prosedural,
semua warga negara memang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa terpilih
sebagai kepala daerah, yang tercermin dari adanya jaminan kontestasi, partisipasi,
dan kebebasan berpolitik. Bangunan politik pasca pemerintahan orde baru
memungkinkan relatif terdapatnya jaminan seperti ini. Masyarakat diberi
kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik,
menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi dalam penempatan jabatan-
jabatan publik yang dipilih.22
Apabila dikaitkan dengan pemilihan umum kepala daerah tentunya harus
dari hasil rekrutmen yang baik dan benar, kandidat yang menjadi calon kepala
daerah yang akan menduduki kepala daerah kabupaten gowa berasal dari
rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Gowa.
20 Akbar Tandjung. The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik
Era Transisi, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 219
21 Kacung Marijan. 2006. Demokratisasi di Daerah. Surabaya: Pustaka Eureka, hal. 4
22 Kacung Marijan. 2006. Demokratisasi di Daerah. Surabaya: Pustaka Eureka, hal. 9
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Di tengah perpecahan DPP Partai Golkar yang mengakibatkan terjadinya
dualisme pengurusan, Partai Golkar DPC Kabupaten Gowa menjadi incaran enam
orang kandidat Bupati. Keenam kandidat tersebut adalah, Tenri Olle Yasin
Limpo, Syahrir Syarifuddin Daeng Jarung, Adnan Purichita Ichsan Yasin Limpo,
Bahar Ngitung, Andi Darmawangsyah Muin, Anwar Usman.
Sjahrir Syarifuddin Daeng Jarung adalah bakal calon bupati yang
mendaftarkan diri untuk menjadi calon Bupati Gowa dari Partai Golkar, yang
dalam perjalanannya kemudian ditetapkan sebagai calon bupati di pilkada Gowa.
Penetapan calon bupati tersebut digelar pada rapat islah musyawarah nasional
DPP Partai Golkar. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat
bagaimana proses pengambilan keputusan penetapan calon bupati partai golkar di
Kabupaten Gowa mengenai judul “Rekrutmen Politik Partai Golkar Dalam
Penetapan Calon Bupati Gowa Periode 2015-2020”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses rekrutmen politik Partai Golkar dalam penetapan bakal
calon bupati di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana dinamika penetapan bakal calon Bupati Gowa di tengah dualisme
pengurusan DPP Partai Golkar?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui proses rekrutmen penetapan calon bupati dari partai Golkar
Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang melatari terjadinya perbedaan pendapat dalam
tubuh pengurus partai Golkar pada penetapan calon bupati Gowa 2015-2020.
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D.Manfaat Penelitian
Manfaat penelitin merupakan hal yang di harapkan dari hasil penelitian
yang dilakukan. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini  adalah:
1. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan
kajian dan bahan evaluasi terhadap rekrutmen politik partai golkar dalam
penetapan calon bupati Gowa 2015-2020.
2. Bagi fakultas ushuluddin, filsafat dan politik khususnya jurusan ilmu politik
penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi
referensi tambahan bagi mahasisiwa di masa mendatang.
3. Hasil penelitian ini di harapkan pula bermanfaat terhadap partai Golkar
sebagai bahan evaluasi dan juga menetapkan rekrutmen calon kepala daerah
kedepan.
E. Tinjauan Pustaka
Penilitan tentang rekrutmen politik dalam penetapan calon Bupati Gowa
bukanlah suatu hal yang baru sudah banyak penelitian yang mengangkat tema
rekrutmen politik dalam salah satunya yaitu:
1. Alfianti Rahman dengan judul “Dinamika Penetapan Calon Bupati dari
Partai Golkar di Kabupaten Bone 2013-2018 (studi kasus kabupaten bone)”
dari hasil penilitian menunjukkan bahwa dimana di dalamnya di laksanakan
proses seleksi bakal calon internal  proses-proses ini di laksnakan oleh tim
pemilukada kabupaten yang merekrut semua calon yang potensial.23
23Alfianti Rahman. Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten
Bone 2013-2018 (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas
Hasanuddin, 2013), h. 4
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2. Penelitian tentang penggunaan rekrutmen politik bukanlah sesuatu yang baru
sebagaimana Natasya Zakia Gibren dalam jurnal yang berjudul penelitian
“(proses rekrutmen DPC PDIP kabupaten lampung utara terhadap calon
bupati priode 2014-2019).” DPC PDIP dalam melaksanakan proses
rekrutmen bersifat tertutup, dikarenakan proses penetapan tidak dilakukan
secara terbuka melainkan melalu rapat internal pengurus fungsionaris DPP,
ada 4 (empat) faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan
calon yang akan diusung. Pada proses rekrutmen ini DPC PDIP
mengutamakan kader potensial untuk diusung pada pemilihan kepala daerah
di Lampung Utara. PDIP dalam proses pembuatan keputusan bersifat
informal-terpusat, dimana keputusan berada ditangan DPP dengan melalui
rapat pengurus fungsionaris setelah mendengarkan masukan serta saran dari
pengurus di daerah. Calon yang diusung ditetapkan tanpa melalui proses
pemilihan dan bersifat sentralistik dikarenakan keputusan berada.24
3. Penelitian tentang penggunaan rekrutmen politik menunjukkan juga bahwa
prioritas rekrutmen jauh lebih penting, sebagaimana Doni Septian dalam
naskah publikasi yang berjudul “Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon
Legislatif Periode 2014-2019  (Studi kasus : DPD Partai Golongan Karya
Kota Tanjungpinang).” Dalam eksistensi Partai Golongan Karya Kota
Tanjungpinang tersebut menunjukkan bahwa Partai Golongan Karya telah
berhasil menjadi partai yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Kota
Tanjungpinang walaupun masih menempati pada posisi ke-2 (dua) daripada
24Natasya Zakia Gibren. proses rekruitmen DPC PDIP kabupaten lampung utara
terhadap calon bupati priode 2014-2019 ( Jurusan Ilmu politik Universitas malang,2014), h. 8
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partai PDI-Perjuangan. Dalam hal ini tentunya Partai Golongan Karya Kota
Tanjungpinang sudah menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen
kader dengan baik dan benar. Fungsi rekrutmen yang penulis maksudkan
adalah fungsi rekrutmen dalam hal penetapan calon legislatif (DPRD) Kota
Tanjungpinang pada pemilihan umum tahun 2014.25
4. Noor Asty Baalwy dengan judul “Rekruitmen Politik Partai Nasional
Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar.” Dengan
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Institusional partai diatur
sedemikian rupa dengan membawa konsep Restorasi Indonesia Menuju
Perubahan yang berlandaskan kepentingan rakyat, salah satunya memperkuat
basis di Kota Makassar. Partai NasDem sebagai partai baru juga memiliki
pola rekruitmen politik, di mana rekruitmennya bertujuan sebagai kaderisasi
anggota partai dengan tujuan mendapat suara dalam pemilu 2014, serta
pelebaran jumlah anggota dengan mekanisme rekruitmen yang dapat
dijadikan basis massa suara dalam menghadapi pemilu 2014.26
5. Penelitian tentang rekrutmen politik dalam penetapan calon bupati pernah
juga di lakukan oleh Kaharuddin dengan judul “Kemenangan Partai
Golongan karya (GOLKAR) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di
Kabupaten Takalar” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor
kemenangan partai Golkar pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten
25 Doni Septian. Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif Periode 2014-
2019  (Studi kasus : DPD Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang). (Tanjungpinang: Jurusan
Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014), h. 10
26 Noor Asty Baalwy. Rekruitmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses
Institusionalisasi Partai di Kota Makassar. ( Jurusan Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosisal dan
PolitikUniversitas Hasanuddin,2014), h. 4
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Takalar tahun 2012 adalah pertama adanya kompetisi partai, kompetisi partai
yang terjadi di Kabupaten Takalar efektif, karena semua anggota-anggota ikut
andil dalam hal tersebut. Kedua kedalaman partai, kedalam partai Golkar di
kabupaten Takalar, sudah mendarah daging sehingga kebanayakan
masyarakat hanya mengenal partai Golkar saja terutama orang tua. Ketiga
adanya legitimasi aktor-aktor politik, partai golkar di kabupaten Takalar aktor
politiknya, mempunyai andil dalam masyarakat. Aktor politik partai Golkar
dalam menarik simpati masyarakat aktor politik membangun hubungan
emosional dengan masyarakat.27
27Kaharuddin. kemenangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah di Kabupaten Takalar (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Imu Sosial dan Politik




Sebelumnya melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan
teori-teori sebagai kerangka berfikir untuk mengganmbarkan dari sudut nama
penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Sugiono, menyatakan bahwa landasan
teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan
bukan sekedar perbuatan coba-coba.28 Dalam penelitian ini yang menjadi
kerangka teorinya adalah sebagai berikut:
A. Teori Partai Politik
Teori Partai Politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta
atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah
suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam
kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat
madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan
pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.29
B. Teori Rekrutmen Politik
Teori Rekrutmen Politik adalah proses dimana individu atau kelompok-
kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif, dimana partai
politik dalam melakukan seleksi dalam menetapkan bakal calon yang akan
diusung hendaklah kader yang benar-benar aktif, baik itu didalam kemasyarakatan
28Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 55
29Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006). h.
160
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maupun di internal partai. Bukan kader yang muncul ketika sewaktu pelaksanaan
pemilihan umum, tentunya dalam hal ini pengurus partai politik harus benar-benar
selektif dalam menentukan calon yang akan diusung, calon yang dimaksudkan
disini calon yang benar-benar memperhatikan masyarakat, dekat dengan
masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga bias meningkatkan
citra partai. Jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti
menjadi partai politik.30
C. Teori Partisipasi Politik
Teori Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam
konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai
proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti
warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para
pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah
mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala
tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan
penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan
keputusan.31
D. Teori Pilihan Rasional
Teori pilihan rasional adalah individu sebagai actor terpenting dalam dunia
politik. Sebagai makhluk rasional, ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang
mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal
itu dalam siatuasi terbatasnya sumber daya (resource restraint), dank arena itu ia
30 Czudnowski, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Yogjakarta: Pustaka Pelajar 2011) , h. 91
31Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik.( Jakarta: Gramedia 2008), h. 129
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perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien, ia
harus memilih antara beberapa alternatif dan menentukan alternatif mana yang
akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal baginya.
Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori rational choice.32






Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari
minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang
kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan
penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah untuk mewujudkannya
adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian.
Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang
diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan
maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Menurut pendapat Kirk dan Miller dalam Moleong, dinyatakan bahwa
“penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara
fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang
digunakan”. Dan metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian
yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari
orang orang dan perilaku yang diamati.33
Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen
penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka
akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk
33Lexy J. Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung, Remaja Rosdakarya
1998), h. 3
24
dan Miller dalam Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung
pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang
tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.34
Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk
meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat
yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peranan ketua
dan sekertaris partai golkar dalam penetapan calon kepala daerah kabupaten gowa
termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam kriteria penetapan calon kepala
daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati.
Sedangkan menurut Nawawi dan Martini, mengemukakan bahwa ciri dari
salah satu penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan bersifat deskriptif,
dimana data yang ditampilkan umumnya berbentuk uraian dan kalimat-kalimat
yang merupakan gambaran faktual dan akurat, serta hubungan antar masalah yang
diteliti.35
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah mendeskripsikian dan menganalisis tentang
rekrutmen politik partai golkar dalam penetapan calon bupati gowa periode 2015-
2020.
34Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
2000), h. 7
35Hadari Nawawi, Dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press 1992), h. 211
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C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kabupaten gowa, hal yang menjadi
pertimbangan untuk memilih kabupaten gowa sebagai lokasi penelitian adalah
bahwa di tengah dualisme pengurusan DPP saat ini partai golkar kabupaten gowa
telah menentukan calon bupati dari partainya dan penelitian dilakukan untuk
mengetahui beberapa hal mengenai penentuan calon tersebut. Waktu penelitian
yaitu pada tahun 2015.
D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data
di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang
dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan
lapangan.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong,
bahwa dalam instrumen penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak
bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat bantu yang
biasa digunakan dalam penelitian kualitatif seperti penelitian ini antara lain, alat
kamera, taperecorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah
penelitian, dan alat bantu lainnya.36
36Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remanja Rosdakarya, 2003),
h. 98
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F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu :
a. Pemilihan Informan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Purposive Sampling
yang dimana dalam pemilihan informan yaitu secara sengaja (purposive sampling)
sesusai dengan persyratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana
purposive sampling dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel
tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-
sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel.
Arikunto, Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang
dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang
digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan
“purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang
digunakan oleh peneliti jika penelitian mempunyai pertimbangan-pertimbangan
tertentu di dalam pengambilan sampelnya.37
Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah :
1) Ketua Partai DPC Golkar Kabupaten Gowa
2) Sekertaris Partai DPC Golkar Kabupaten Gowa
3) Tim Pemilukada
Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih
lengkap dari masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pemberdayaan
masyarakat maka dipergunakan teknik snowball sampling. Penentuan jumlah
37Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), h. 128
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maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau
data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari
itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan
berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan
b. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (in-dephtinterview)
dengan narasumber (key informan) dengan berpedoman pada interview-guidances
yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan
dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi
selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi,
pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi
dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau
penjaringan informasi akan di akhiri.
c. Studi Kepustakaan
Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan
cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain
sebagainya.
d. Observasi (pengamatan lapangan)
Yaitu dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di
lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial di sehingga dapat
dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta
yang ada lapangan.
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G. Teknik Analisis Data
Sedangkan menurut Moleong, analisis data adalah proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti disarankan oleh data.38
Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan:
a. Data apa yang masih perlu dicari.
b. Hipotesis apa yang perlu diuji.
c. Pertanyaan apa yang perlu dijawab.
d. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru.
e. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.
Teknik analisis data kualitatif peneliti gunakan untuk mendapatkan
penjelasan mengenai rekrutmen politik partai golkar dalam penetapan calon bupati
gowa periode 2015-2020, dimana data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data dari hasil wawancara yang
peneliti peroleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah
catatan lapangan.
38Miles, B.B., Dan A.M. Huberman, Analisa Data Kualitatif. (Jakarta, Ui Press 1992), h.
103
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Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan
berlangsungnya proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah menganalisis
data adalah sebagai berikut:
1) Reduksi data
Data yang didapat di lapangan, diketik atau ditulis rapi, terinci, serta
sistematis, setiap selesai pengambilan data. Data-data yang terkumpul
semakin bertambah, oleh sebab itu laporan dianalisis sejak dimulainya
penelitian atau setiap data baru didapatkan. Data-data tersebut kemudian
direduksi, dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan tema
penelitian.
2) Penyajian data
Peneliti melakukan penyajian informasi dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, dll. Peneliti menyajikan databerupa
deskripsi untuk menggambarkan dengan jelas akar permasalahan pada
penelitian yang telah dilakukan, sehingga akan memudahkan penulis untuk
membaca bagian data yang sulit dimengerti. Dengan demikian, peneliti
dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.
3) Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan, dimana peneliti menjelaskan bagaimana proses
pengumpulan data dari awal. Dalam hal ini peneliti telah memahami apa
arti dari berbagai hal yang ditemukan di lapangan, mulai dari pencatatan
pola-pola sistematis penelitian, pencatatan-pencatatan data wawancara
yang telah didapatkan dari beberapa informan, konfigurasi-konfigurasi,
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penggunaan alur sebab-akibat, dan menarasikan literature serta referensi
buku sosial dan politik. Hal itu kemudian diverifikasi dengan temuan-
temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan
yang merupakan bagian akhir dari penelitian penulis dalam menganalisis
suatu masalah yang lebih spesifik dengan teori-teori yang sesuai.
Demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi
kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui
maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan
mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan
beberapa hal yang terkait dengan lokasi penelitian.
1) Letak Geografis
Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur
Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan.
Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan daerah
otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten
Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan
Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan
Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167
desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan
3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.39
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu
sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi
yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya,
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa
35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah
1 Dinas Statistik Kabupaten Gowa, Gowa Dalam Angka 2013. Hal 1
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kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten
Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai
dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas
881 km² dengan panjang 90 km.40
2) Gambaran Umum Kabupaten Gowa
Kesultanan Gowa atau kadang ditulis “Goa”, adalah salah satu kerajaan
besar dan paling sukses, bahkan pernah menjadi penguasa tertinggi atas kerajaan-
kerajaan lain di daerah Sulawesi Selatan dan  merupakan pintu gerbang kawasan
timur nusantara yang kaya akan hasil alam terutama rempah-rempah. Rakyat dari
kerajaan ini berasal dari Suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir
barat Sulawesi bagian selatan. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah
Kabupaten Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki
raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan
peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar (1666-1669) terhadap VOC
yang dibantu oleh Kesultanan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa (dinasti) Suku
Bugis dengan rajanya, Arung Palakka. Sejatinya perang Makassar bukanlah
perang antarsuku melainkan perang antara dua persekutuan, karena pihak Gowa
memiliki sekutu dari kalangan Bugis yaitu Wajo, Luwu, Bulo-bulo, Lamatti dan
Raja, demikian pula pihak Belanda-Bone memiliki sekutu orang Makassar yaitu
wilayah Turatea. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah
dilakukannya pada abad ke-17.41
40 Dinas Statistik Kabupaten Gowa, Gowa Dalam Angka 2013. Hal 3
41Leonard Y. Andaya. Warisan Arung Palakka, (Makasssar: Ininawa, 2004), hal. 14
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Secara Administrasi wilayah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
dibawah :
Tabel 1. Luas Daerah danPembagian Daerah Administrasi Di Kabupaten
Gowa Tahun 2015




Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros
Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto
Barat : Kota Makassar dan Takalar
Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng
Luas Wilayah 1.883,32 Km2
Jumlah Penduduk 823.698 Jiwa
Wilayah Administrasi Kecamatan: 18, Kelurahan: 45, Desa: 122
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Gowa.
1. Sejarah Kabupaten Gowa
Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau
Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan
Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data,
Agang Je’ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama
Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka
mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar
menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi
Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan
sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya
masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku
Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa.
34
Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi),
kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang
Bendera).42
2. Masa Kerajaan Kabupaten Gowa
Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok
kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang
terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-
parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan Sero.
Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat
dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I
Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa’risi Kallonna berhasil
memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi,
Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje’ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-
lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran
Sulawesi Selatan.
Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna tersebutlah nama
Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah
berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut
Lontara Turiolo.
Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan
Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun
1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia
42Zainuddin Tika. Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa. (Makassar: Pustaka
Refleksi, 2000), h. 38-39
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menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini
kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng
Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang
mempermaklumkan shalat Jum’at untuk pertama kalinya.
Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape
Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam
Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim
yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan
Indonesia Timur.
Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi
garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini
mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang
mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton.
Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC
mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin
melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya
kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima
permintaan damai VOC.
Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan
Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng
karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja
Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang
berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini
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mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih
membela tanah airnya.
Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda
dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI
setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670
Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-
jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI
Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin
dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.43
Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Gowa, mulai dari Raja Tumanurung
Bainea sampai dengan setelah era Raja Sultan Hasanuddin telah mengalami 38
kali pergantian Somba (raja) sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
3. Nama-Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 – sekarang
Tabel 2. Nama – nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 - sekarang
No. Nama Raja Periode
1. Tumanurung Bainea (Putri Ratu) -
2. Tamasalangga Baraya 1320 - 1345
3. I Puang Loe Lembang 1345 - 1370
4. I Tuniata Banri 1370 - 1395
5. Karampang Ri Gowa 1395 - 1420
6. Tunatangka Lopi 1420 - 1445
7. Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna 1445 - 1460
43Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam. Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan. (Makassar:
Pustaka Refleksi, 2000), h. 74-77
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8. IPakere Tau Tunijallo Ri Passukki 1460
9. Dg. Matanre Krg. Mangngutungi Tumaparisi Kallonna 1460 - 1510
10. I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng LakiungTunipallangga Ulaweng. 1510 - 1546
11. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data’ Tunibatta 1546 - 1565
12. I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng BontolangkasaTunijallo. 1565 (40 hari)
13. I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng BontolangkasaTunipasulu Tumenanga Ri Butung. 1565 - 1590
14. I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan AlauddinTumenanga Ri Gaukanna 1590 - 1593
15. I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung SultanMalikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna. 1593 - 1639
16.
I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng
Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri
Ballapangka.
1639 - 1653
17. I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung SultanAmir Hamzah Tumammalianga Ri Allu. 1653 - 1669
18. I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei SultanMuhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara. 1669 - 1674
19. I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng SanroBoneSultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung. 1674 - 1677
20. La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng Ana’ Moncong SultanIsmail Tumenanga Ri Somba Opu. 1677 - 1709
21. I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan SirajuddinTumenanga Ri Passiringanna. 1709 - 1711
22. I Manrabia Karaeng Kanjilo Sultan NajamuddinTumenanga Ri Jawaya. 1712 - 1724
23. I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan SirajuddinTumenenga Ri Passiringanna (Kedua kalinya) 1724 - 1729
24. I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair AlMansyur Tumenanga Ri Gowa. 1729 - 1735
25. I Mappababbasa Sultan Abdul Kudus Tumenanga Ri 1735 - 1742
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Bontoparang.
26. Amas Madina ‘Batara Gowa II Sultan Usman (diasingkanke Sailon oleh Belanda) 1742 - 1753
27. I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng TompobalangSultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang. 1753 - 1767
28. I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka SultanZainuddin Tumenanga Ri Mattoanging. 1767 - 1769
29. I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa KaraengMangasa Sultan Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjawa. 1769 - 1778
30. I Mappatunru / I Manginyarang Karaeng LembangparangSultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka. 1778 - 1810
31.
La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan
Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril Mu’minin
Tumenanga Ri Suangga
1825 - 1826
32. I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang SultanAbdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna. 1826 - 1893
33. I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka SultanMuhammad Idris Tumenanga Ri Kala’biranna. 1893 - 1895
34. I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang SultanMuhammad Husain Tumenanga Ri Bundu’na. 1895 - 1906
35.
I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo
Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga
Tumenaga Ri Sungguminasa.
1906 - 1946
36. Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang SultanMuhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri
Jongaya.
1946 – 1957
37. Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka SultanAlauddin II 2011-2014
38. I Kumala Andi Idjo Sultan Kumala Idjo Batara Gowa IIIDaeng Sila Karaeng Lembang Parang 2014-sekarang
Sumber: Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa
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4. Masa Kemerdekaan Kabupaten Gowa
Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950
Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya
dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur.
Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem
pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi
sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka
daerah Makassar bubar.
Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah
Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957
tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari
1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.44
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2
Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957
mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin
12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan
kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing :
44Zainuddin Tika, Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa (Makassar: Pustaka
Refleksi, 2000) hal. 88
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a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo,
Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya
berkedudukan di Sungguminasa.
b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan
Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino.
c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo.
Koordinatornya berkedudukan di Limbung.
d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya
berkedudukan di Malakaji.
Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh
Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi
Kecamatan.untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik
diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing :
a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo.
b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang.
c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung.
d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung.
e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo
f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao
g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.
h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah
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Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di
wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate
dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada
Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.
Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna
samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan
aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa
justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia
Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara.
Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka
praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang
sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh)
Kecamatan dengan 46 Desa.
Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan
membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan
Kecamatan Parangloe.
Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah
Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP
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No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah
kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan).
Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah
menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan
jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726
dusun/lingkungan.
Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari
zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah
Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota
Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah
pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar.
Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang
dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman
pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan
perekonomian.45
Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak
tahun 1957 sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian
Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung
oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara
langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut:
45Zainuddin Tika, Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa (Makassar: Pustaka
Refleksi, 2000) hal. 112-115
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5. Bupati Gowa Dari Tahun 1957 sampai sekarang
Tabel 3. Bupati Gowa Dari Tahun 1957 sampai sekarang
No Nama Bupati Periode
1. Andi Idjo Karaeng Lalolang 1957 – 1960
2. Andi Tau 1960 – 1967
3. H. M. Yasin Limpo Karetaker
4. Andi Bachtiar Kareteker
5. K. S. MasÕud 1967 – 1976
6. H. Muhammad Arif Sirajuddin 1976 – 1984
7. H. A. Kadir Dalle 1984 – 1989
8. H. A. Azis Umar 1989 – 1994
9. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si 1994 – 2002
10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si 2002 – 2004
11. H. Andi Baso Machmud Karetaker
12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2005 – 2015
Sumber:Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa
3) Profil Kecamatan Somba Opu dan Kelurahan Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu merupakan Ibukota Kabupaten Gowa dengan luas
wilayah Kecamatan 28.09 km2 atau 2.809 Ha; Kecamatan Somba Opu memiliki
14 Kelurahan, 28 lingkungan, 102 RK/RW, dan 327 RT. Kecamatan Somba Opu
memiliki penduduk sebesar 130.287 orang, dan tingkat kepadatan penduduk
sebesar 4.632 orang/km2. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 64.442 penduduk,
dan peduduk perempuan sebanyak 65.684 penduduk dengan total penduduk
130.287 penduduk.46
46 Dokumen kecamatan Somba Opu
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1. Keadaan Geografi Kelurahan Sungguminasa
Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam
alur sejarah Sungguminasa adalah kelurahan di kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah yang terletak sekitar
10 km dari Kota Makassar ini merupakan ibukota kabupaten. Di Kelurahan
Sungguminasa terletak Istana Raja Gowa yang disebut juga sebagai (Balla
Lompoa) yang di bangun pada tahun 1880-an dan sekarang menjadi situs sejarah
peninggalan Kerajaan Gowa. Di kota ini pula terletak makam sultan Gowa seperti
Sultan Hasanuddin dan leluhur serta penerus-penerusnya.
Kelurahan Sungguminasa berbatasan dengan wilayah kelurahan sebagai
berikut:
- Sebelah Utara : Kelurahan Tombolo
- Sebelah Timur : Sungai Je’neberang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Pandang-pandang
- Sebelah Barat : Kelurahan Bonto-bontoa
Kelurahan Sungguminasa dalam bidang pemerintahan dengan rincian
sebagai berikut:
a. Jumlah RW : 8 RW
b. Jumlah RT : 19 RT
2. Tabel Keadaan Penduduk
Kelurahan Sungguminasa mempunyai jumlah penduduk 5.740 jiwa, yang
tersebar diwilayah Kelurahan Sungguminasa. Dimana jumlah penduduk laki-laki
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sebesar 2.781 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.962 jiwa.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Keadaan Penduduk
No Kelurahan Jenis Kelamin JumlahLaki-Laki Perempuan
1 Sungguminasa 2.781 2.962 5.740
Sumber: Kelurahan Sungguminasa
3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Secara umum sumber perekenomian ataupun mata pencaharian penduduk
Kelurahan Sungguminasa dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah
1 Petani 5
2 Buruh 95







4. Keadaan Sarana dan Prasarana
Kelurahan Sungguminasa memiliki sarana dan prasarana yang sudah
dibangun antara lain:
1. Sarana Ibadah dan Pendidikan
(a) Masjid : 4 buah
(b) Madrasah : 2 buah
(c) Mushola : 2 buah
(d) Gereja : 1 buah
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(e) TK : 4 buah
(f) TPA : 6 buah
(g) Sekolah Dasar (SD) : 4 buah
(h) Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 2 buah
(i) Sekolah Menengah Atas (SMA) : 2 buah
(j) Panti asuhan : 1 buah
2) Sarana Kesehatan
(a) Puskesmas : 1 buah
(b) Apotek : 4 buah
(c) Posyandu : 5 buah
(d) Dokter Praktek : 2 buah
(e) Bidan praktek : 1 buah
3) Sarana Air Bersih
(a) Pompa/Air Sumur : 85 buah
4) Sarana Sosial / Lingkungan
(a) Jalan : 45 Km
(b) MCK Umum : 4 buah
(c) Jembatan : 1 buah
(d) TPS : 8 buah
5) Sarana Olahraga
(a) Lapangan Sepak Bola : 1 buah
(b) Lapangan Volley : 1 buah
(c) Lapangan Badminton : 1 buah
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5. Agama
Mayoritas penduduk Kelurahan Sungguminasa adalah pemeluk agama
Islam. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama Islam yakni
sebesar 90%. Dikarenakan masyarakat Kelurahan Sungguminasa memeluk agama
Islam maka jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Sungguminasa
berjumlah 4 buah mesjid dan 2 buah musholla.47
6. Sumber Mata Pencaharian
Wilayah Kelurahan Sungguminasa adalah wilayah padat penduduk karena
berada di jantung kota Kabupaten Gowa dengan latar belakang masyarakatnya
adalah Karyawan Swasta, Wiraswata dan PNS. Berdagang merupakan mata
pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana pusat perbelanjaan (pasar
sentral) berada di wilayah kelurahan Sungguminasa Selain karyawan swasta dan
wiraswasta sebagian masyarakat bekerja sebagai  PNS.48
7. Pendidikan
Di Kelurahan Sungguminasa terdapat 4 Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar 4 buah, sekolah menengah pertama 2 buah, sekolah menengah atas 2 buah
Dari segi pendidikan, Masyarakat Kelurahan Sungguminasa memiliki kesadaran
terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan
penduduknya yang kebanyakan tammatan sarjana.49
8. Kesehatan
Secara umum kondisi kesehatan di Kelurahan Sungguminasa sudah
terbilang cukup baik, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana
47 Dokumen Kelurahan Sungguminasa.
48 Dokumen Kelurahan Sungguminasa.
49 Dokumen Kelurahan Sungguminasa.
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kesehatan yang cukup lengkap. Khusus di Kelurahan Sungguminasa ada beberapa
sarana dan prasarana  yaitu : Puskesmas 1 Buah, Posyandu 5 Buah, Apotek 4
buah, Dokter praktek 2 buah, dan bidan praktek 3 orang.50
9. Sosial Budaya
Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Kelurahan
Sungguminasa merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada
kepercayaan agama Islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam
lingkup kelurahan sungguminasa sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur
gotong royong yang sangat erat.
Visi Kelurahan Sungguminmasa :
“ Terwujudnya warga masyarakat Kelurahan Sungguminasa yang sejahtera,
sehat dan lestari secara mandiri. “
Misi Kelurahan Sungguminasa:
a) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan
lingkungan.
b) Peningkatan fungsi dan peran pemerintah serta lembaga
kemasyarakatan dalam menunjang penanggulangan kemiskinan.
c) Peningkatan kemampuan aparatur kelurahan dalam membantu
memberikan penyuluhan/penerangan tentang penanggulangan
kemiskinan.51
50 Dokumen Kelurahan Sungguminasa.
51 Dokumen Kelurahan Sungguminasa.
49
B. Pengaruh Iklan Politik (Baliho) terhadap Sikap Politik Masyarakat
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2015
Penulis menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama
kurang lebih dua bulan, melalui wawancara mendalam dengan segenap komponen
yang terkait dengan judul penelitian ini. Penulis banyak mendapatkan data faktual
mengenai penetapan calon bupati dari partai golkar di Kabupaten Gowa. Hal ini
diuraikan sebagai berikut:
1) Proses Penentuan Calon Bupati Gowa Partai Golkar
1. Proses Penentuan Bakal Calon Bupati
Sesuai amanat UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai Kepala Pemerintaan Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
dipilih secara demokratis, yang kemudian dalam aturan pelaksanaannya sesuai
UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil. Pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah
harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Berdasarkan informasi tersebut dari Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar
Kabupaten Gowa
“Sebagai sebuah organisasi, partai politik merupakan entitas yang
bekerjanya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti adanya
kepemimpinan dan keanggotaan, devisionalisasi dan spesifikasi,
melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol
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serta adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan
organisasi.”52
Hal ini memberikan tugas sekaligus tanggung jawab kepada partai politik,
termasuk Partai Golkar, dalam rangka penetapan calon kepala daerah yang
berkualitas sesuai kehendak rakyat. Partai politik atau gabungan partai politik
wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan
dan selanjutnya memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang
demokratis dan transparan, serta wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan
masyarakat. Dengan demikian, setiap partai politik, termasuk partai golkar, wajib
mempersiapkan tatacara dalam rangka penetapan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah sesuai mekanisme internalnya, sehingga memenuhi amanat UU
tentang pemerintah daerah.
Pendapat di atas tentu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sebagaimana
penjelasan partai politik menurut Miriam Budiarjo, dimana partai politik adalah
suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam
kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat
madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan
pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.53
52Wawancara dengan Kamaruddin Timung, Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar
Kabupaten Gowa. Pada Tanggal 10 Desember 2015, Pukul 10:10 Wita




Tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dari partai golkar
adalah sebagai berikut:
a. Tahapan penjaringan bakal calon
Tahapan dilakukannya inventarisasi nama tokoh-tokoh sebagai bakal
calon dan dilakukan survei awal terhadap mereka untuk kemudian dilakukan
perkuatan terhadap salah seorang kader partai golkar yang paling berpeluang.
Tahapan ini dilaksanakan sebelum proses rekrutmen pasangan calon kepala
daerah dan calon wakil kepala daerah dari partai golkar. Bertujuan untuk
mendapatkan calon kepala daerah dan calon kepala daerah yang berasal dari
kalangan kader partai golkar, dimana yang bersangkutan memiliki
elektabilitas terbaik, sehingga partai golkar sangat berpeluang untuk
memenangkan Pemilukada di daerah tersebut, dengan tahapan kegiatan
sebagai berikut:
1) Tahapan penjaringan nama-nama tokoh
Merupakan kegiatan inventarisasi nama-nama tokoh, baik dari
kalangan kader internal maupun ekstrnal partai golkar, yang diperkirakan
memiliki peluang di daerahnya untuk menjadi calon kepaladaerah/wakil
kepala daerah, yang dilakukan oleh DPP partai golkar berdasarkan
rekomendasi DPD partai golkar provinsi dengan memperhatikan masukan
dari DPD partai golkar kabupaten/kota yang bersangkutan dan dilengkapi
oleh konsultan/lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP partai golkar untuk
selanjutnya dilakukan survei elektabilitas terhadap mereka. Kegiatan
52
tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-13 bulan sebelum hari
pemungutan suara Pemilukada.
2) Tahap survei awal
Merupakan kegiatan survei secara lengkap (kualitatif dan
kuantitatif) dengan sampel sekurang-kurangnya 400 responden, yang
dilakukan oleh lembaga survei independen yang ditunjuk oleh DPP partai
golkar terhadap beberapa nama tokoh yang telah dijaring. Kegiatan
tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-12 bulan sebelum hari
pemungutan suara Pemilukada.
3) Tahap seleksi bakal calon internal
Merupakan kegiatan pembahasan dan penentuan kader-kader partai
golkar yang memiliki peluang menang besar, yang dilakukan oleh DPP
partai golkar terhadap hasil survei awal. Diseleksi dari beberapa nama
kader partai golkar yang dinilai oleh DPP partai golkar memiliki peluang
untuk memenangkan Pemilukada di daerah tersebut, dan kemudian dipilih
beberapa orang diantaranya untuk dilakukan perkuatan elektabilitas.
Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-12 bulan sebelum hari
pemungutan suara Pemilukada.
Pada tahapan ini rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat
penting bagi partai politik. Rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif
partai politik dan tidak mungkin di tinggalkan oleh partai politik. Ia
menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik.
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Hal ini Kamaruddin Timung menegaskan
“proses rekrutmen bukan hanya bertuju pada penempatan orang-
orang yang akan duduk dilembaga pemerintahan saja, namun juga
untuk menempatkan orang-orang yang mampu baik secara
kualitas maupun kuantitas untuk mengisi peran-peran mereka di
partai politik, yang pada akhirnya mereka tersebut bisa
memainkan peran-peran politik mereka dan mampu untuk
menjembatani hak-hak masyarakat.”54
Berdasarkan pendapat tersebut, menjadi jelaslah bahwa partai
politik hendaklah melakukan fungsinya dengan baik, antara lain fungsi
rekrutmen politik. Sebagaimana Czudnowski menekankan bahwa
Rekrutmen Politik adalah proses dimana individu atau kelompok-
kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif, dimana
partai politik dalam melakukan seleksi dalam menetapkan bakal calon
yang akan diusung hendaklah kader yang benar-benar aktif, baik itu
didalam kemasyarakatan maupun di internal partai. Bukan kader yang
muncul ketika sewaktu pelaksanaan pemilihan umum, tentunya dalam hal
ini pengurus partai politik harus benar-benar selektif dalam menentukan
calon yang akan diusung, calon yang dimaksudkan disini calon yang
benar-benar memperhatikan masyarakat, dekat dengan masyarakat,
memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga bias meningkatkan citra
54Wawancara dengan Kamaruddin Timung, Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar
Kabupaten Gowa. Pada Tanggal 10 Desember 2015, Pukul 10:16 Wita
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partai. Jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti
menjadi partai politik.55
4) Tahap perkuatan elektabilitas bakal calon
Merupakan kegiatan pendampingan konsultan politik terhadap
kader-kader partai golkar yang telah dipilih dalam proses seleksi, karena
memiliki peluang menang yang besar, sehingga yang bersangkutan dapat
melakukan upaya secara lebih terarah dalam rangka meningkatkan
elektabilitasnya selama enam bulan, dimana DPP partai golkar akan ikut
melakukan kontribusi pendanaan sesuai perjanjian dengan kader-kader
yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rentan waktu H-11
bulan sampai dengan H-8 sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.
5) Tahap survei kedua
Merupakan kegiatan survei untuk evaluasi perkembangan tingkat
elektabilitas para tokoh/bakal calon tersebut, dengan sampel sekurang-
kurangnya 400 responden, yang dilakukan oleh lembaga survei
independen yang ditunjuk atau disetujui oleh DPP partai golkar,
dilengkapi dengan evaluasi perkembangan peluang kader-kader partai
golkar yang dipersiapkan, sejauh mana dapat memenangkan Pemilukada.
Ada kemungkinan dilakukan perubahan bakal calon yang akan diperkuat
pada tahap lanjutan, apabila pada proses evaluasi dijumpai kemungkinan
ada kader-kader partai golkar lain yang lebih berpeluang daripada yang
55 Czudnowski, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Yogjakarta: Pustaka Pelajar 2011), h. 91
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dipersiapkan semula. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-8
bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.
6) Tahap perkuatan elektabilitas bakal calon lanjutan
Merupakan kegiatan pendampingan konsultas politik terhadap
kader-kader partai golkar yang memiliki peluang menang yang besar
sesuai hasil evaluasi survei kedua, sehingga yang bersangkutan dapat
melakukan upaya secara lebih terarah lagi dalam rangka meningkatkan
elektabilitasnya selama enam bulan berikutnya, dimana DPP partai golkar
akan ikut melakukan kontribusi pendanaan sesuai perjanjian dengan kader-
kader yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rentan waktu
H-8 bulan sampai dengan H-6 bulan sebelum hari pemungutan suara
Pemilukada.
b. Tahapan penetapan pasangan calon
Tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil
kepala daerah yang dilakukan oleh partai golkar, untuk menghasilkan
pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan
diusulkan secara resmi oleh partai golkar, dengan tahapan sebagai berikut:
1) Tahap pendaftaran bakal calon
Merupakan kegiatan pendaftaran secara terbuka sebagai bakal
calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang berminat untuk mengikuti
proses tahapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari partai golkar,
termasuk nama bakal calon yang telah dipersiapkan oleh DPP partai golkar
diarahkan untuk ikut mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut dilakukan
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selambat-lambatnya H-6 bulan sebelum hari pemungutan suara
Pemilukada.
2) Tahap verifikasi bakal calon
Merupakan kegiatan penelitian berkas administrasi persyaratan
seluruh bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah
mendaftarkan diri, oleh DPD partai golkar di tingkatannya masing-masing.
Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-6 bulan sebelum hari
pemungutan suara Pemilukada.
3) Tahap penetapan nominasi bakal calon
Merupakan kegiatan penentuan nominasi bakal calon kepala
daerah/wakil kepala daerah dari seluruh bakal calon yang telah lolos
verifikasi, dilakukan dalam rapat pleno dewan pimpinan daerah setempat,
untuk selanjutnya ditetapkan dan disampaikan ke DPD partai golkar.
Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-6 bulan sebelum hari
pemungutan suara Pemilukada.
4) Tahap survei akhir
Merupakan kegiatan survei untuk penentuan bakal calon yang akan
dipilih dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah
dari partai golkar, dengan sampel sekurang-kurangnya 400 responden,
yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang ditunjuk oleh DPP
partai golkar, terhadap nama-nama tokoh/bakal calon kepala daerah/wakil
kepala daerah sesuai perkembangan terakhir, termasuk di dalamnya
seluruh nama nominasi bakal calon yang diusulkan oleh DPD partai golkar
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yang bersangkutan, dimana kader partai golkar yang telah dipersiapkan
dalam tahap perkuatan bakal calon lanjutan ada di dalamnya. Kegiatan
tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-5 bulan sebelum hari
pemungutan suara Pemilukada.
5) Tahap pemilihan dan penetapan calon terpilih
Merupakan kegiatan pemilihan calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, diakukan dalam rapat tim pemilukada pusat, bersama dengan
Ketua DPD partai golkar yang bersnagkutan, untuk menetapkan satu orang
calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dari usulan nama hasil nominasi
calon yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai golkar yang
bersangkutan, serta perkembangan hasil survei akhir. Kegiatan tersebut
dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara
Pemilukada.
6) Tahap penentuan pasangan calon
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DPP partai golkar
bersama calon terpilih yang bersangkutan, untuk melengkapi pasangan
calon terpilih menjadi pasangan calon resmi yang akan ditetapkan oleh
DPP partai golkar, dan dimungkinkan calon pasangannya ini adalah kader
partai lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Apabila calon terpilih dari partai golkar adalah calon kepala daerah,
maka akan dilakukan penetapan calon wakil kepala daerah
berdasarkan hasil kompromi antara DPP partai golkar dengan calon
kepala daerah terpilih dari partai golkar.
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b) Apabila calon terpilih dari partai golkar adalah calon wakil kepala
daerah, maka akan dilakukan penetapan calon kepala daerah
berdasarkan hasil kompromi antara DPP partai golkar dengan calon
wakil kepala daerah terpilih dari partai golkar.
Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum
hari pemungutan suara Pemilkada.
7) Tahap pengesahan pasangan calon
Merupakan kegiatan pengesahan pasangan calon kepala daerah dan
calon wakil kepala daerah oleh DPP partai golkar, untuk selanjutnya
menjadi calon resmi yang akan diusulkan oleh partai golkar atau oleh
gabungan partai golkar dengan partai politik lain ke KPUD setempat.
Apabila pasangan calon yang bersangkutan berasal dari kader partai lain,
maka akan dilakukan perjanjian koalisi pasangan calon antara partai golkar
dengan partai lain yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan
selambat-lambarnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara
Pemilukada.
c. Tahapan pemenangan pasangan calon
Tahapan pemenanangan pasangan calon kepala daerah dan calon
wakil kepala daerah yang disulkan oleh partai golkar, dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
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1) Tahap deklarasi pasangan calon
Merupakan kegiatan publikasi kepada masyarakat bahwa pasangan
calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut akan diusulkan
oleh partai golkar dan partai-partai politik lain yang bergabung dalam
Pemilukada di daerah tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-
lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.
2) Tahap pembentukan tim dan persiapan kampanye
Merupakan kegiatan pembentukan tim kampanye, yang dilakukan
oleh pasangan calon dan didukung sepenuhnya oleh partai golkar dan
partai-partai lain yang bergabung. Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan
untuk sosialisasi pasangan calon, sebelum jadwal kampanye resmi
Pemilukada. Seperti kegiatan penggalangan pemilih, pencitraan melalui
pembuatan baliho dan atribut kampanye lain serta pencitraan melalui
media massa, penghimpunan dukungan logistic, penyiapan saksi,
pengamanan suara, dll. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya
H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.
3) Tahap penyiapan saksi
Merupakan kegiatan rekrutmen serta pembekalan saksi-saksi TPS,
PPS, PPK, KPUD Kabupaten/kota dan KPUD provinsi, bagi pasangan
calon yang diusulkan oleh partai golkar, termasuk penyiapan dana
operasional bagi saksi-saksi tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dalam
rentan waktu H-3 sampai dengan H-1 bulan sebelum hari pemungutan
suara Pemilukada.
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4) Tahap pendaftaran pasangan calon di KPUD
Merupakan kegiatan penyiapan administrasi untuk pendaftaran calon
dan kegiatan pendaftaran resmi pasangan calon di KPUD. Kegiatan ini
dilakukan sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang ditetapkan, diperkirakan
pada H-2 bulan.
5) Tahap pelaksanaan kampanye Pemilukada
Merupakan kegiatan resmi kempanye sebagai upaya untuk meraih
dukungan suara sebanyak-banyaknya bagi kemenangan pasangan calon
dari partai golkar, yang berakhir pada masa tenang. Kegiatan ini dilakukan
sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang ditetapkan, diperkirakan H-1
bulan.
6) Tahap pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan pemenang
Pemilukada
Merupakan kegiatan pengamanan suara pada saat pemungutan dan
penghitungan suara di TPS pada hari H dan kegiatan rekapitulasi suara
secara berjenjang di tingkat PPS, PPK, KPUD. Sejak hari H pemungutan
suara sampai dengan hari penetapan pemenang Pemilukada. Kegiatan ini
dilakukan sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang ditetapkan, diperkirakan
pada hari H sampai dengan H+2 bulan.
Pokok kegiatan dalam proses pemilihan calon kepala daerah dari partai
golkar dilakukan dalam rangkaian kegiatan dan tahapan sebagai berikut:
a) Penjaringan bakal calon kepala daerah dari partai golkar dilakukan
sebelum proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
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daerah dari partai golkar, yang berintikan upaya mendapatkan dan
memperkuat bakal calon yang berasal dari kader partai golkar, yang terdiri
dari kegiatan sebagai baerikut:
1. Penjaringan nama tokoh
2. Survey awal
3. Seleksi bakal calon internal
4. Perkuatan elektabilitas bakal calon partai golkar
5. Survey kedua
6. Perkuatan elektabilitas lanjutan bakal calon partai golkar.
b) Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari
partai golkar, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
1. Pendaftaran bakal calon
2. Verifikasi bakal calon
3. Penetapan nominasi bakal calon
4. Survey akhir
5. Pemilihan dan penetapan calon terpilih
6. Penentuan pasangan calon
7. Pengesahan pasangan calon
c) Pemenangan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari
partai golkar, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
1. Deklarasi pasangan calon
2. Pembentukan tim dan persiapan kampanye
3. Penyiapan saksi-saksi pemilukada
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4. Pendaftaran pasangan calon ke KPUD
5. Pelaksanaan kampanye pemilukada
6.Pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan pemenang pemilukada.
Adapun persyaratan khusus untuk kelengkapan berkas bakal calon bupati
Gowa dari partai golkar pada pemilukada tahun 2015:56
a. Surat pernyataan bersedia untuk dicalonkan sebagai bupati gowa dari
Partai Golkar periode 2015-2020 pada pemilukada tahun 2015.
b. Surat pernyataan sanggup untuk tidak mengundurkan diri sebagai calon
bupati gowa dari Partai Golkar pada pemilukada tahun 2015.
c. Surat pernyataan sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan yang
sedang diduduki, apabila nantinya terpilih menjadi bupati gowa periode
2015-2020 sesuai peraturan perundang-undangan.
d. Surat pernyataan sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan negeri
bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil /Anggota TNI/Polri,
jika terpilih menjadi bupati gowa pada pemilukada tahun 2015.
e. Surat pernyataan sanggup untuk non aktif dari jabatan sebagai pimpinan
DPRD Kabupaten Gowa.
f. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD
yang mencalonkan diri sebagai calon bupati gowa pada pemilukada tahun
2015.
g. Surat pernyataan sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai
tim pemilukada bupati/wakil bupati gowa periode 2015-2020.
56Wawancara dengan Ridwan Gading, Sekretaris Umum DPC Golkar Kabupaten Gowa.
Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pada Pukul 13:44 Wita
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h. Surat pernyataan:
 Bersedia dan sanggup untuk mendukung dan memenangkan calon
bupati gowa yang ditetapkan dan diusulkan oleh partai golkar dalam
pemilukada bupati/wakil bupati gowa pada tahun 2015.
 Bersedia untuk tidak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai
bupati/wakil bupati gowa oleh partai atau koalisi partai lain pada
pemilukada gowa tahun 2015.
 Bersedia dan sanggup untuk tidak menjadi tim kampanye atau
mengkampanyekan calon bupati/wakil bupati gowa dari partai atau
koalisi partai lain pada pemilukada gowa tahun 2015.
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Pemilihan umum tahun 2015 yang baru saja dilaksanakan dan diikuti oleh
semua partai politik. Di dalam menempatkan calon Kepala Daerah untuk
mengikuti pemilihan umum tentunya partai politik terlebih dahulu melakukan
proses rekrutmen politik. Partai politik dalam penelitian ini merupakan di tengah
dualisme pengurusan DPP Partai Golkar. Partai Golkar Kabupaten Gowa mulai
melaksanakan proses rekrutmen politik sejak dikeluarkannya Surat Keputusan
pengesahan tim seleksi pada tanggal 29 November 2014. Golkar melakukan
rekrutmen itu 1 tahun sebelum pencalonan pada bulan Maret tahun 2015, setelah
diseleksi dan diwawancarai calon-calon tersebut baru ditetapkan untuk calon
Kepala Daerah Kabupaten Gowa.
Rekrutmen politik khususnya dalam proses penetapan calon Kepala
Daerah itu tidak jarang ditemukan kendala-kendala atau hambatan baik di dalam
pelaksanaan maupun prosesnya. Kendala yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten
Gowa, dimana Golkar kebingunan dalam penrekrutan proses penetapan balon
Kepala Daerah Kabupaten Gowa. Dalam hal ini menimbulkan kesulitan bagi
Partai Golkar Kabupaten Gowa dalam menetapkan dan menempatkan kader-kader
tersebut, sehingga banyak kader internalnya melakukan pengklaiman atau partai
ini milik semua tanpa landasan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD
/ART) Partai. Padahal jika Partai Golkar memperhatikan petunjuk pelaksanaannya
yang ada sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini,
dimana dalam menjalankan tugasnya itu berpedoman kepada Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golkar pada pasal 1 dan 2 sudah dijelaskan seharusnya
Partai Golongan Karya itu lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta
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pendayagunaan sumber daya kader Golkar. Mereka tidak akan mengalami
kesulitan dalam menempatkan kader atau menominasikan kandidat untuk di
calonkan.
Secara  penetapan bakal calon pemimpin dilaksanakan secara musyawarah
untuk memperkuat dengan mengindahkan tatakrama bermusyawarah seperti
lemah lembut, serta berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat, hal
tersebut diatas tidak lagi mengaktualisasikan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh
Allah dalam Firman-Nya: Q.S Al-Baqarah, 2 : Ayat 27 dan 42 yang berbunyi:
(Yaitu) orang-orang yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah
sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya
diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka
bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang rugi.
Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah,
dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.
Golkar dalam hal ini tidak memperhatikan hal tersebut, Golkar hanya
memikirkan suara dan kemenangan di pemilihan umum, dan rekrutmen dalam
menempatkan kader itu menjadi nomor 2 (dua). Seharusnya permasalahan
tersebut tidak harus terjadi terhadap partai yang selama ini sudah cukup terkenal
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akan trackrecordnya dalam melakukan rekrutmen. Terkait dengan dinamika
pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan Partai Golongan Karya, dalam hal ini
terdapat dalam menunjukkan pengorganisasian partai politik. Perpecahan Partai
Golkar dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kian mengemuka.
Bahkan dukungan Partai Golkar kepada pasangan calon di Kabupaten Gowa,
terbelah tiga.
1. Sjahrir Sjafruddin Daeng Jarung-Anwar Usman. Dimana diketahui saat
pendaftaran bakal calon kepala daerah, dua kubu yakni Agung Laksono
dan Aburizal Bakrie telah merekomendasikan pasangan Sjahrir Sjafruddin
Daeng Jarung-Anwar Usman, yang dinominasikan di Partai Golongan
Karya itu kandidat yang hanya berdasarkan kedekatan emosional, bukan
kandidat yang loyal dan juga memahami nilai atau pemahaman yang
diterapkan Partai Golkar. Kandidat diseleksi diseputaran Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Golkar, dan tidak di teken oleh Dewan Pimpinan
Daerah II (DPD II) Kabupaten Gowa.57
2. Tenri Olle Yasin Limpo maju sebagai Calon Bupati Gowa berpasangan
dengan Calon Wakil Bupati Gowa, Hairil Muin. Sebagai Ketua DPD II
Partai Golkar di Kabupaten Gowa dengan tidak di usungnya maju pada
Pemilukada Gowa 2015. Akan tetapi dengan solidnya akar rumput Partai
Golkar di seluruh Kecamatan menjadi amunisi yang akan mengantar
57Wawancara dengan Ridwan Gading, Sekretaris Umum DPC Golkar Kabupaten
Gowa.Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pada Pukul 13:50 Wita
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Pasangan Tenri Olle Yasin Limpo – Hairil Muin menjadi pemenang pada
pemilukada 9 desember 2015 mendatang.58
3. Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo, dimana diketahui saat pendaftaran
bakal calon kepala dearah melalui jalur independen, namun belakangan
beredar surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kubu
Aburizal Bakrie yang berisi pengalihan dukungan ke pasangan Adnan
Purichta Ichsan Yasin Limpo-Abdul Rauf Karaeng Kio (AdnanKio). Surat
bernomor: R.316/GOLKAR/VIII/2015 itu ditandatangi Ketua Harian
Partai Golkar MS Hidayat dan Sekretaris Jendral Partai Golkar, Idrus
Marham. Alasan partai mengalihkan dukungan karena pasangan
AdnanKio lebih berpeluang menang ketimbang Sjahrir Sjafruddin Daeng
Jarung-Anwar Usman.59
Berdasarkan informasi dari Kepala Kesekretariatan DPD II Partai Golkar
Kabupaten Gowa, Penetapan Syahrir Syarifuddin Daeng Jarung menjadi calon
bupati dari partai golkar, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono melakukan islah
dan mengusung calon kepala daerah jagoan hasil Musyawarah Nasional (Munas)
Ancol. Ketika penulis menanyakan tentang bagaimana situasi pada saat Munas
penetapan berlangsung, mengingat adanya dua calon yang dijagokan saat itu,
Ridwan Gading selaku sekretaris DPD II Golkar Gowa pada saat dilaksanakannya
rapat, meski tidak masuk dalam ruang rapat, memberi pemaparan singkat. Meski
begitu, sebagian dukungan kader juga tentunya tetap mengarah ke Tenri Olle
58Wawancara dengan Ridwan Gading, Sekretaris Umum DPC Golkar Kabupaten
Gowa.Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pada Pukul 13:54 Wita
59 Wawancara dengan Ridwan Gading, Sekretaris Umum DPC Golkar Kabupaten
Gowa.Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pada Pukul 13:58 Wita
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Yasin Limpo-Hairil Muin. Itu karena Tenri Olle tidak lain adalah Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar. Apalagi elite Golkar Gowa sebagian
besar masih loyal ke Tenri.
“situasi rapat tertutup, hanya dihadiri oleh tim pemilukada dan diwakili
oleh DPD I Partai Golkar”60
Beliau juga menambahkan bahwa yang terlibat dalam rapat penetapan tersebut
adalah sekretaris DPD, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP.
Menurutnya, situasi pada saat itu tidak ada persoalan, karena prosesnya memang
panjang dan sudah sesuai mekanisme. Sehubungan dengan keputusan yang telah
diambil saat islah, beliau berujar,
”memang ada beberapa pihak yang kecewa, namun hal tersebut tidak
menghambat keputusan”61
Menurut kabar yang beredar, memang ada beberapa pihak yang kecewa ketika
Sjahrir Sjafruddin Daeng Jarung, menurut keputusan rapat, dipilih menjadi bakal
calon bupati gowa dari partai golkar. Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat
rapat berlangsung, H. Andi Muh. Ishak memberi pemaparan yang sedikit lebih
rinci dari pemaparan Ridwan Gading.
“meskipun rekomendasi Golkar kubu Aburizal dan Agung Laksono yang
dipegang Sjahrir Sjafruddin Daeng Jarung dalam penandatanganan oleh
DPP. Rekomendasinya tidak linear dan tidak diteken DPD II Golkar
Gowa, karena tidak mendaftar DPD II Golkar Gowa, disitulah
60Wawancara dengan Ridwan Gading, Sekretaris Umum DPD II Golkar Kabupaten
Gowa Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pada Pukul 14:11 Wita
61Wawancara dengan Ridwan Gading, Sekretaris Umum DPD II Golkar Kabupaten
Gowa Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pada Pukul 14:16 Wita
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amburadurnya Golkar pada saat penrekrutan balon dan tidak sesuai
landasan AD /ART. Dan pada saat itu terjadi tarik-menarik dan rapat
berlangsung alot. Karena dasar DPD I mengajukan ke pusat
berdasarkan survei internal partai, yang mempersiapkan Tennri Olle
Yasin Limpo, namun DPP mengandalkan survei internal dan eksternal”62
Seperti yang dikemukakan Ridwan Gading, rapat berlangsung tertutup,
hanya diikuti tim pemilukada pusat, dan dari provinsi diwakili sekretaris DPD II,
sekretaris DPD I, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP Partai
Golkar.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Andi Muh. Ishak, yang
merupakan Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa, yang juga adalah Ketua
Fraksi Golkar Gowa, sekretaris bidang pemenangan pemilu, dan sekretaris
lembaga pemenangan pemilu, penetapan Syahrir Syafruddin Daeng Jarung
sebagai bakal calon dari partai golkar salah satunya adalah berdasarkan hasil
survei. Berdasarkan penjelasannya, hal tersebut ditentukan setelah melihat dan
memperhatikan hasil survei, yang dilakukan sebanyak tiga kali, menunjukkan tren
kenaikan yang cukup signifikan. Beliau juga menyebutkan bahwa dahulu Sjahrir
Sjafruddin Daeng Jarung merupakan kader golkar. Berikut pemaparan H. Andi
Muh. Ishak sehubungan dengan hal ini.
“penyebab alotnya rapat yang pertama adalah dasar kita disini (DPD II
Partai Golkar Gowa) mengajukan ke pusat itu didasari survei internal dan
62Wawancara dengan H. Andi Muh. Ishak, Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa
/Ketua Fraksi Golkar DPRD Gowa. Pada Tanggal 16 Desember 2015, Pada Pukul 11:18 Wita
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mempersiapkan Tenri Olle Yasin Limpo. Pada satu sisi, DPP
mengandalkan survei internal daneksternal”63
Adapun menurut H. Andi Muh. Ishak yang sekarang menjabat sebagai
Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa, yang juga adalah Ketua Fraksi
Golkar Gowa, pemilihan bakal calon tersebut dilihat dari kemauan dan kebutuhan
masyarakat, dedikasi dan kompetensi yang dimiliki, serta kecakapan, dan tentu
saja sesuai persyaratan menjadi seorang pemimpin. Beliau menambahkan bahwa
setiap kader harus menerima setiap keputusan yang telah ditetapkan.
Hal serupa juga dijelaskan oleh Ridwan Gading beliau mengatakan bahwa
memang ada perbedaan antara rencana awal dengan apa yang harus dihadapi.
“memang ketika itu kita kerja berat karena berbeda rencana awal dengan
apa yang harus kita hadapi, tetapi dengan kebesaran jiwa dan loyalitas
sebagai kader, ini yang menjadi pijakan, menjadi prinsip bahwa apapun
keputusan partai, sebagai kader harus menerima, kalau tidak mau
menerima, keluar”64
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ridwan Gading Sekretaris
Golkar dan H. Andi Muh. Ishak Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa,
yang juga adalah Ketua Fraksi Golkar Gowa, disebutkan bahwa alasan tidak
ditetapkannya Tenri Olle Yasin Limpo, sebagai bakal calon bupati dari partai
golkar adalah karena dari beberapa kali survei, tren peningkatannya tidak lebih
63Wawancara dengan H. Andi Muh. Ishak, Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa
/Ketua Fraksi Golkar DPRD Gowa. Pada Tanggal 16 Desember 2015, Pada Pukul 11:25 Wita
64Wawancara dengan H. Andi Muh. Ishak, Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa
/Ketua Fraksi Golkar DPRD Gowa. Pada Tanggal 16 Desember 2015, Pada Pukul 11:32 Wita
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signifikan dari Sjahrir Sjafruddin Daeng Jarung. Karena menurut beliau, tidak
akan dicalonkan jika yang bersangkutan tidak menang menurut survei.
Hasil tidak konsistennya DPP Golkar dari kubu Abu Rizal Bakri, mengeluarkan
surat keputusan kepada DPD II Golkar Gowa mengintruksikan lansung untuk
beralih dukungan calon bupati gowa yaitu Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo.
Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa karena hal tersebut, muncul gesekan
internal partai tidak dapat dihindari. Tenri Olle Yasin Limpo yang merupakan
saudara kandung dari IchsanYasin Limpo yang pada saat ini menjabat sebagai
kepala daerah kabupaten gowa, tentu memiliki pendukung yang loyal, terbukti
dengan beralihnya beberapa pengurus dan kader partai ke tim pemenangan Adnan
Purichita Ichsan. Dan kemudian akhirnya Tenri Olle Yasin Limpo memutuskan
untuk tetap maju. Seperti yang dikemukaan H. Andi Muh. Ishak pada penulis
pada saat wawancara,
“Awalnya Adnan maju jalur independen, dan disini tidak konsistennya
DPP kubu Abu Rizal Bakri mengeluarkan surat keputusan unutuk beralih
dukungan ke Adnan, yang sebelumnya itu hasil islah musyawarah
nasional di tetapkannya Sjahrir Sjafruddin Daeng Jarung. Ya yang tidak
bisa dihindari, gesekan itu jelas ada, dimana ketika itu ketua DPD II
Golkar Gowa, yang notabene kemanakan Tenri Olle Yasin Limpo yakni
Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo. Tentu pak Ichsan Yasin Limpo tidak
hanya diam dan memiliki pendukung, memiliki loyalitas, dan itu terbukti
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dengan beralihnya beberapa pengurus DPD II Golkar Gowa, pengurus
partai, dan kader ke tim pemenangan Adnan-Kio”65
Awalnya DPP Partai Golkar mempersiapkan Sjahrir Sjafruddin Daeng
Jarung untuk menjadi bakal calon bupati dari partai golkar, berdasarkan hasil
survei internal dan eksternal. Diusulkan sebagai calon yang dipersiapkan, sesuai
juklak, yang tetap mengutamakan kader partai Golkar untuk maju menjadi calon
kepala daerah, dengan tujuan untuk memudahkan konsolidasi dan agar bersinergi
dengan infrastruktur partai. Dari sini timbul pertanyaan dari penulis, mengapa dari
awal bukan Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo yang diusulkan. Berikut jawaban
dari H. Andi Muh. Ishak.
“Sesuai mekanisme tingkat I kemarin tidak konsistennya DPP dari kubu
Abu Rizal Bakri, Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo yang dipersiapkan
sebagai balon dari Golkar, hasil keputusan Abu Rizal Bakri pada
dasarnya partai Golkar mengutamakan kader memiliki loyalitas dan
berpengalaman, nahh sementara yang aktif dan membesarkan partai ibu
Tenri Olle Yasin Limpo, salah satu kader potensial partai Golkar Gowa,
beliau sementara melaksanakan penugasan partai sebagai Ketua DPD II
Gowa. terus, aspirasi dari pengurus-pengurus itu mendukung Tenri Olle
Yasin Limpo untuk dicalonkan dari partai golkar.”66
Dan dari jawaban H. Andi Muh. Ishak diketahui bahwa hal ini karena pada
pemilukada lalu beliau melawan putusan partai, tepatnya pada pemilukada 2015,
65Wawancara dengan H. Andi Muh. Ishak, Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa
/Ketua Fraksi Golkar DPRD Gowa. Pada Tanggal 16 Desember 2015, Pada Pukul 11:37Wita
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ketika beliau memutuskan untuk tetap maju dalam pemilukada serentak 2015 dan
memutuskan untuk maju melalui gabungan koalisi partai.
Pada dasarnya, partai golkar mengutamakan kader yang aktif. Hal ini
sehubungan dengan penjelasan H. Andi Muh. Ishak, ketika penulis menanyakan
tentang tujuan disarankannya Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo ke DPP.
“diusulkan sebagai calon yang dipersiapkan, karena memang di petunjuk
pelaksanaan, juklak Abu Rizal Bakri no.13 itu dikatakan bahwa, agar
DPD II kabupaten/kota setempat untuk menyiapkan calon Adnan Puritcha
Ichsan Yasin Limpo. Untuk memudahkan konsolidasi dan memenangkan
pemilukada 2015, itu memang supaya bersinergi dengan infrastruktur
partai golkar.”67
Namun DPP mengalihkan mengandalkan survei internal dan eksternal
yang lebih mengarah pada Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo. Pelaksana tugas
ketua DPD II Golkar Tenri Olle Yasin Limpo, menegaskan bahwa alasan
penetapan tidak berkaitan dengan hubungan kekeluargaan.
Hal ini bertolak belakang dengan pemaparan seorang tim sukses
‘PastikanMi’. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya memang ada persaingan
kepentingan antaraTenri Olle Yasin Limpo dari kubu ‘PastikanMi’, yang
menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Gowa, dengan Adnan Puritcha Ichsan
Yasin Limpo kubu ‘Adnan-Kio’, anak Bupati Gowa, sekaligus sebagai ayah
dariAdnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo.
67Wawancara dengan H. Andi Muh. Ishak, Ketua Angkatan Muda DPD II Golkar Gowa
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Disebutkan bahwa kepentingan Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo
sehubungan dengan niatnya untuk mengamankan kebijakan-kebijakannya yang
disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Adapun Tenri Olle
Yasin Limpo, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Adnan Puritcha
Ichsan Yasin Limpo, ini disebutkan bahwa kepentingannya sehubungan dengan
banyaknya keluarga beliau yang ingin maju menjadi calon Bupati. Saat iniTenri
Olle Yasin Limpo sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa, dengan
demikian jalan untuk memasukkan keluarga menjadi calon bupati menjadi terbuka
lebar. Dan Penetapan Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo sebagai calon bupati
dari partai Golkar juga berhubungan dengan jabatan Ichsan Yasin Limpo yang
pada saat itu menjabat sebagai kepala Daerah Kabupaten Gowa, dengan demikian






Rekrutmen politik merupakan fungsi yang menjadi penentu wajah partai
diruang publik. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa ideologinya, bagaimana
pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi
petunjuk awal wajah politik partai diruang publik. Wajah partai diruang public
tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. Pada
penelitian ini penulis melakukan penelitian pada salah satu partai politik yaitu
Partai Golkar di Kabupaten Gowa. Dengan menjalankan Peraturan Organisasi
maupun Petunjuk Pelaksanaan dengan baik dan benar, maka rekrutmen akan
menciptakan wajah partai diruang publik, namun sebaliknya apabila Partai Golkar
Kabupaten Gowa tidak menjalankan Peraturan Organisasi maupun dengan baik
maka rekrutmen tidak menciptakan wajah partai diruang publik. Dimana penulis
dapat simpulkan sebagai berikut:
1. Partai Golkar Kabupaten Gowa dalam melakukan rekrutmen belum
sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan maupun Anggaran Dasar
/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ada, dimana rekrutmen yang
dilakukan masih berdasarkan kedekatan emosional (subjektif). dimana di
dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut menegaskan lebih mengoptimalkan
sumber daya kader untuk menduduki kepala daerah, namun dalam hal ini
Golkar belum bisa memberdayakan kader-kadernya yang sudah lama aktif
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tersebut, sehingga beberapa orang kader internal partai Golkar melakukan
loncatan ke partai yang lain.
2. Dalam dimanika penetapan ternyata memang ada persaingan kepentingan
antara orang-orang yang berada di balik dua kubu tersebut. Dimana Partai
Golkar Kabupaten Gowa hanya memikirkan kemenangan sebagai indikator
utama dan rekrutmen untuk menjadikan kader itu nomor 2 (dua), kandidat
yang dinominasikan hanya berdasarkan kedekatan emosional (subjektif).
Partai Golkar yang memiliki fungsi rekrutmen politik, haruslah dapat
menerap skan dengan baik fungsinya yang berarti bahwa rekrutmen harus
dapat menemukan orang-orang terbaik untuk dicalonkan menjadi Kepala
Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Anggaran
Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ada pada Partai Golkar.
B. Implikasi
Perlu dipahami, bahwasanya setiap bakal calon yang mendaftar di suatu
partai memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Bagaimanapun sosialisasi harus tetap terjalin. Tidak hanya memperdulikan segala
bentuk kegiatan yang menyangkut kampanye dan pemilihan umum. Dengan
menyadari pandangan tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat penulis
sampaikan pada penelitian ini:
1. Partai Golkar Kabupaten Gowa harus melaksanakan proses rekrutmen politik
calon kepala daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Organisasi,
Petunjuk Pelaksanaan, Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART), maupun ideologi dan platform yang ada pada Partai Golkar.
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Karena masih ditemui kendala atau hambatan dalam proses rekrutmen politik
yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Partai Golkar Kabupaten Gowa harus komitmen kalau memang Partai Golkar
itu partai kader, bukan partai massa. Dalam hal ini masih ditemukan bahwa
Partai Golkar Kabupaten Gowa masih menempatkan popularitas dan
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